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ABSTRAK 
IIN HIDAYAH NAWIR, NIM B111 10 285. Dengan judul penelitian 
Penyerahan Aset Daerah Kabupaten Luwu Kepada Kota Palopo 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi 
Sulawesi selatan. Dibimbing oleh Syamsul Bacri dan Muh. Hasrul. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 
bagaimanakah implementasi penyerahan aset daerah Kabupaten Luwu 
setelah pemekaran dan faktor-faktor penghambat dalam proses 
penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah 
Kota Palopo tersebut. 
Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Luwu dan 
Pemerintah Kota Palopo. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Biro Aset Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Data dianalisis secara 
kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyerahan aset daerah 
Kabepaten Luwu kepada Kota Palopo berdasarkan Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan 
Kota Palopo di Provinsi Sulawesi selatan (UU Pembentukan Kota Palopo), 
belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten 
Luwu sebagai daerah induk yang harus bergeser meninggalkan Kota 
Palopo yang dulu merupakan ibukotanya. Akibatnya, daerah induklah 
yang harus memulai dari awal lagi pembangunan infrastruktur penunjang 
penyelenggaraan pemerintahan karena seluruh aset tersebut sebelumnya 
berada di wilayah Kota Palopo sebagai daerah yang baru dibentuk. Oleh 
karena itu, sejumlah aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Luwu yang 
berada di Kota Palopo yang seyogyanya harus diserahkan menurut aturan 
yang ada, belum sepenuhnya dapat diserahkan dan tetap difungsikan dan 
dibawah kepemilikan serta penguasaan Pemerintah Kabupaten Luwu. 
Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyerahan aset 
dari Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo 
tersebut adalah kelemahan dari segi UU Pembentukan Kota Palopo 
tersebut yang tidak tuntas, perbebedaan interpretasi terhadap UU 
Pembentukan Kota Palopo, faktor kebutuhan dari Pemerintah Kabupaten 
Luwu sebagai daerah yang bergeser dan belum adanya permohonan 
resmi dari Pemerintah Kota Palopo untuk mengalihkan aset tersebut. 
Selain itu, faktor lainnya adalah kurangnya komunikasi yang intensif 
antara kedua daerah serta kurangnya ketegasan dan egoisme dari kedua 
daerah tersebut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk 
republik, yang mana dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas 
daerah-daerah yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 
daerah kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah 
sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) kemudian memberikan 
keleluasaan kepada daerah tersebut untuk menyelenggarakan otonomi 
daerah. 
 Otonomi daerah berdasarkan  Pasal 1 ayat (5) UU No.32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai hak, wewenang 
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
perundang-undangan. Otonomi daerah ini dilaksanakan dengan harapan 
dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, 
serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu 
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.1  
Di samping itu, dalam penyelenggaran otonomi daerah tersebut, 
selain diberi wewenang untuk mengatur, serta mengurus sendiri urusan 
                                                           
1 HAW. Widjaja, Penyelenggraran Otonomi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakrta, 2008, hlm. 37 
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pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, daerah juga 
diberikan kesempatan dalam pembentukan daerah. 
Pembentukan daerah ini menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-
undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat berupa 
penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersanding 
atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Dimana, 
proses pembentukan daerah ini harus didasari pada 3 (tiga) persyaratan, 
yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Dengan persyaratan 
tersebut, diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, 
berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam 
rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkokoh 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
 Namun sayangnya dalam praktek, pembentukan daerah otonom 
ini  tidak selalu  berjalan dengan mulus. Pembentukan daerah yang pada 
dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
publik tersebut, justru pada akhirnya menimbulkan permasalahan-
permasalahan baru di daerah. Salah satu contoh permasalahan yang 
kerap mengikuti pembentukan daerah otonom baru adalah masalah 
penyerahan aset yang berada di daerah otonom baru. Meskipun dalam 
berbagai peraturan yang ada, penyerahan aset ini sudah diatur secara 
jelas dan terinci, tapi masalah penyerahan aset tersebut masih menjadi 
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salah satu rapor buruk dalam pembentukan daerah otonom baru. seperti 
yang terjadi pada pembentukan Kota Palopo. 
 Kota Palopo, pada awalnya merupakan Kota Administratif (Kotif) 
yang merupakan Ibukota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan 
Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor Tahun 42 Tahun 1986 yang kemudian 
ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo berdasarkan 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan 
(yang selanjutnya disebut UU Pembentukan Kota Palopo).2 Pembentukan 
Kota Polopo ini kemudian menyebabkan ibu kota daerah induk yakni 
Kabupaten Luwu yang semula berada di Kota Palopo harus dipindahkan 
ke Kecamatan Belopa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 80 Tahun 2005 Tentang Pemindahan Ibukota 
Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan 
Belopa Kabupaten Luwu. 
Seyogyanya, berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 
78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan 
Penggabungan Daerah dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Barang 
Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk, maka 
Aset/Barang milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan 
oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang 
                                                           
2 http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo Diakses pada 4 Februari 2014 
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lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib 
diserahkan dan menjadi milik Daerah yang baru dibentuk begitupun 
dengan hutang piutang. Penyerahan ini dilakukan paling lama 1 (satu) 
tahun terhitung sejak peresmian Provinsi/Kabupaten/Kota yang baru, dan 
dalam hal aset daerah kabupaten induk yang bergerak dan tidak bergerak 
serta utang piutang yang akan diserahkan kepada kota yang baru 
dibentuk yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, 
penyerahannya dapat dilakukan secara bertahap dan paling lama 5 (lima) 
tahun terhitung sejak ditetapkannya ibukota kabupaten induk yang baru. 
Penyerahan aset daerah ini juga di atur secara jelas dalam UU 
pembetukan Kota Palopo  Pasal 15 yang berbunyi:3 
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten 
Mamasa dan Kota Palopo, Menteri/Kepala Lembaga 
Pemerintah Nondepartemen yang terkait, Gubernur Sulawesi 
Selatan, Bupati Polewali Mamasa, dan Bupati Luwu sesuai 
dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur 
penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Kota 
Palopo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
meliputi: 
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo; 
b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, 
bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Polewali Mamasa, 
dan Kabupaten Luwu yang berada dalam wilayah Kabupaten 
Mamasa dan Kota Palopo; 
c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 
Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Luwu yang 
kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Mamasa 
dan di Kota Palopo; 
                                                           
3
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota 
Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan 
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d. Utang-piutang Kabupaten Polewali Mamasa yang 
kegunaannya untuk Kabupaten Mamasa dan utang-piutang 
Kabupaten Luwu yang kegunaannya untuk Kota Palopo; 
serta 
e. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh 
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo. 
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung 
sejak peresmian Kabupaten Mamasa, Kota Palopo, dan 
pelantikan Penjabat Bupati Mamasa serta Penjabat Walikota 
Palopo. 
(3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri yang 
pelaksanaannya oleh Gubernur Sulawesi Selatan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
 
 Dengan berpegang pada ketentuan-ketentuan diatas, maka 
Pemerintah Kabupaten Luwu (Pemkab Luwu) harus menyerahkan aset 
daerahya yang berada di Kota Palopo kepada Pemerintah Kota Palopo 
(Pemkot Palopo) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian 
Kota Palopo. Namun kenyataannya, hingga saat ini, lebih dari 12 (dua 
belas) tahun sejak terbentuknya Daerah Otonom Kota Palopo pada tahun 
2002, masalah penyerahan aset antara kedua daerah tersebut masih 
belum terselesaikan dan seringkali menjadi perdebatan antara Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Luwu dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo. Baru-
baru ini misalnya, hubungan antara kedua daerah tersebut kembali 
memanas terkait sengketa aset bernilai miliaran rupiah yang berada di 
Kota Palopo. Pemkab Luwu menolak menyerahkan seluruh aset ke 
Palopo sebagai daerah eks pemekaran. Sebaliknya, Pemkot Palopo 
ngotot akan mengambil alih sejumlah aset Luwu yang belum diserahkan 
eks daerah induk yang berusia hampir 13 tahun itu. 
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 Merujuk pada UU Pembentukan Kota Palopo tersebut, secara 
normatif Kabupaten Luwu diharuskan menyerahkan aset sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 15 diatas, namun disisi lain penyerehan ini 
dianggap menguntungkan salah satu pihak yakni Kota Palopo, dimana 
posisi Kabupaten Luwu yang membutuhkan banyak dana untuk 
membangun kembali pusat pemerintahan baru dengan berbagai 
infrastrukturnya karena sebagian besar aset tersebut berada di wilayah 
Kota Palopo sebagai Ibukota Kabupaten Luwu saat itu. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah implementasi penyerahan aset daerah Kabupaten 
Luwu setelah pemekaran? 
2. Apakah faktor penghambat dalam proses penyerahan aset dari 
Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi penyerahan aset 
daerah Kabupaten Luwu setelah pemekaran. 
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses penyerahan 
aset dari Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota 
Palopo. 
xi 
 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah: 
1. Secara Teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit 
sumbangan pengetahuan dan pemikiran sebagai salah satu 
referensi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
2. Secara Praktis 
a. Dapat digunakan pemerintah sebagai rujukan dalam membuat 
kebijakan mengenai pemerintahan daerah, khususnya 
mengenai pembentukan daerah. 
b. Bagi pemerintah daerah, yakni Pemerintah Kabupaten Luwu 
dan Pemerintah Kota Palopo, penelitian ini dapat menjadi satu 
saran untuk dimasukkan di dalam penyelesaian masalah aset 
daerah. 
 
 
 
 
 
xi 
 
BAB II 
 TINJAUAN PUSTAKA  
2.1. OTONOMI DAERAH 
Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan 
pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan 
kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya. 
Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945) untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang 
dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah sebagaimana 
tercantum pada Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang memberikan 
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus 
sendiri daerahnya. Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang 
kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah. 
Secara harifah, istilah otonomi atau autonomy berasal dari 
bahasa Yunani, yaitu “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti 
hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai 
pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang 
dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi 
masyarakatnya.4 
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Dalam Pasal 1 Ayat (5) UU No.32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:5 
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
perundang-undangan.  
Adapun yang dimaksud dengan daerah otonom menurut Pasal 1 
ayat (5) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah: 6 
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan otonomi daerah ini 
antara lain adalah untuk menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai 
bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan 
kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses 
pertumbuhan.7  
Adapun dalam penerapannya, menurut Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004, otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-
luasnya, nyata, dan bertanggungjawab. Otonomi luas, dimaksudkan 
bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua 
urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah 
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan 
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6
 Ibid 
7 HAW. Widjaja Op.cit, hlm. 17 
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pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan 
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.  
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip 
otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah 
suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan 
berdasarkan wewenang, tugas dan kewajiban yang senyatanya telah ada 
dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan 
potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi 
setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang 
dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang 
dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan 
maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan 
daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan 
bagian utama dari tujuan nasional.8 
Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus selalu 
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, 
menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, 
artinya mampu membangun kerjasama antardaerah. Hal yang tidak kalah 
pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin 
hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah yang artinya 
harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan 
                                                           
8
 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 5 
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tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka 
mewujudkan tujuan negara.  
2.2 TINJAUN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH  
2.2.1 Pemerintahan Daerah  
Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan : 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 Adapun yang dimaksud dengan pemerintah daerah sebagiamana 
dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah adalah: 
Pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 
 Selanjutnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dilaksananakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 9 
a. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintah 
oleh pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. 
b. Asas dekonstrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh 
pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada 
instansi vertikal di wilayah tertentu. 
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 Siswanto Sunanro, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 
7 
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c. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah 
kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada 
pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah 
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksankan tugas tertentu. 
 Adapun penyelenggaraan pemerintahan daerah dikembangkan 
berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing 
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.10 
2.2.2 Perangkat dan Penyelengara Pemerintahan Daerah 
 Dalam Pasal 19 undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan 
adalah presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan oleh menteri 
Negara. Sedangkan penyelenggara pemerintahan daerah adalah 
pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala 
pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut 
gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut 
walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, 
yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk 
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kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut sebagai wakil 
walikota. 
 Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah 
dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri atas Sekretariat 
Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan lainnya sesuai 
dengan kebutuhan daerah. Susunan perangkat daerah ditetapkan dengan 
peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh 
pemerintah (peraturan pemerintah).11 
 Perangkat daerah provinsi terdiri atas Sekertariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, 
sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah, 
Kecamatan, dan Kelurahan.  
2.2.3 Kewenangan Pemerintah Daerah 
Dalam pembagian urusan pemerintahan, dijelaskan bahwa 
pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang 
ditentukan menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintah ini adalah 
urusan pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangannya dan urusan 
bidang lainnya yaitu bagian-bagian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintah. Urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. 
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Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, 
pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian 
urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan atau wakil 
pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah 
dan/atau pemerintah desa. Di samping itu, di luar urusan pemerintahan 
seperti di atas, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian 
urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan kepada 
gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan 
kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa berdasarkan asas 
tugas pembantuan. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi dalam beberapa 
kriteria-kriteria sebagai berikut:12 
1. Kriteria eksternalitas, adalah penyelenggaraan suatu urusan 
pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan 
jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu 
urusan pemerintahan; 
2. Kriteria akuntabilitas, adalah penanggung jawab penyelenggaraan 
suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya 
dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat 
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan; 
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3. Kriteria efesiensi, penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan 
ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang 
paling tinggi yang dapat diperoleh. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan 
hubungan kewenangan antar susunan pemerintahan, sebagai suatu 
sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, atau antar 
pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis.13 
Adapun urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, 
terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib 
merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak 
dan pelayanan warga Negara antara lain: perlindungan hal konstitusional, 
perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, 
ketentraman, dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan 
NKRI, serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan 
perjanjian dan konvensi internasional.14 
Penyelenggaran urusan pemerintahan yang bersifat wajib 
berpedoman pada standar pelayanan minimum (SPM) secara bertahap 
dan ditentukan oleh pemerintah.  Menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-
undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah,  urusan wajib 
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provonsi merupakan 
urusan dalam skala provinsi dan yang menjadi kewenangan pemerintah 
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daerah kabupaten/kota merupakan yang berskala kabupaten/kota. Urusan 
wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota tersebut meliputi :15 
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan 
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang 
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum 
e. Penaganan bidang kesehatan 
f. Penyelenggaraan pendidikan 
g. Penanggulangan masalah sosial 
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan 
i. Fasilitas pengembang koperasi, usaha kecil, dan menengah 
j. Pengendalian lingkungan hidup 
k. Pelayanan pertanahan 
l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil 
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan 
n. Pelayanan administrasi penanaman modal 
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya 
p. Urusan wajib lainnya yang diamatkan oleh peraturan perundang-
undangan  
Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat piihan, baik 
untuk pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota meliputi 
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urusan yang secara nyata ada didaerah dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 
kekhasan, dan potensi unggulan daerah.  
Urusan pemerintah yang secara nyata ada, sesuai dengan 
kondisi dan kekhasan serta potensi daerah yang dimiliki, antara lain 
pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, 
pariwisata.16 
 
2.3 TINJAUAN UMUM PEMBENTUKAN DAERAH 
2.3.1 Pembentukan Daerah 
Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur perihal pembentukan 
daerah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) 
bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 
undang-undang”. Dan pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat 
sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”  
Secara lebih khusus, pembentukan daerah diatur dalam UU 
No.32 Tahun 2004 Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan 
Khusus yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pemerintah Nomor 78 
Tahun 2007 Tentang tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, 
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Dan Penggabungan Daerah (PP No. 78 Tahun 2007). Dalam Pasal 1 PP 
No. 78 tahun 2007 disebutkan bahwa, “Pembentukan daerah adalah 
pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah 
provinsi/kabupaten/kota.” Selanjutnya Dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 78 
Tahun 2007 dan Pasal 4 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 disebutkan 
bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa 
daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu 
daerah menjadi dua daerah atau lebih”. Adapun yang dimaksud dengan 
penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus kedalam 
daerah yang bersanding, dan yang dimaksud dengan pemekaran daerah 
adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau 
lebih, serta yang dimaksud dengan penghapusan daerah adalah 
pencabutan status sebagai daerah provinsi atau kabupaten/kota.  
Pembentukan daerah ini dapat berupa pembentukan daerah 
provinsi atau daerah kabupaten/kota. Untuk pembentukan daerah provinsi 
dapat berupa: 
a. Pemekaran dari 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) provinsi atau 
lebih; 
b. Penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersanding pada 
wilayah provinsi yang berbeda; dan 
c. Penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu) provinsi. 
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 Sedangkan untuk pembentukan daerah kabupaten/kota menurut 
Pasal 3 ayat (4) PP No. 78 Tahun 2007, dapat berupa: 
a. Pemekaran 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) 
kabupaten/kota atau lebih; 
b. Penggabungan beberapa kecamatan yang bersanding pada 
wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan 
c. Penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) 
kabupaten/kota. 
Pembentukan daerah dengan pemekaran hanya dapat dilakukan 
apabila mencapai batas minimum usia penyelenggaraan yakni 10 tahun 
untuk provinsi, 7 tahun untuk kabupaten/kota, dan 5 tahun untuk 
kecamatan. Dan untuk penghapusan dan penggabungan daerah, dapat 
dilakukan apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu 
menyelenggarakan otonomi daerah setelah melalui evaluasi terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan 
penyelenggaraan otonomi daerah dengan mempertimbangkan aspek 
kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah, yang 
antara lain berakibat pada nama, cakupan wilayah, batas ibukota, 
pengalihan personel, pendanaan, peralatan dan dokumen, perangkat 
daerah, serta akibat-akibat lain. Daerah yang dihapus kemudian 
digabungkan dengan daerah lain yang bersanding berdasarkan hasil 
kajian. 
 
xi 
 
2.3.2 Tujuan Pembentukan Daerah. 
Pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di 
tingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus memperhatikan 
berbagai faktor seperti: Kemampuan ekonomi, Potensi daerah, Luas 
wilayah dan pertimbangan dari aspek sosial, budaya, pertahanan dan 
keamanan, serta Pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan 
daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya 
daerah dan diberikannya otonomi daerah.17 
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria 
Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah dijelaskan bahwa 
Pembentukan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dengan melalui : 
a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 
b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; 
c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; 
d. Percepatan pengelolaan potensi daerah; 
e. Peningkatan keamanan dan ketertiban; 
f. Peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah. 
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 Selanjutnya, Dengan pembentukan daerah baru tersebut 
diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, 
mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap 
secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya 
manusia, dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya 
terpusat di satu tempat/Ibukota kabupaten atau Ibukota kecamatan, 
memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses 
pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, dsb. 
 Selain hal tersebut diatas, terdapat beberapa tujuan dari 
pembentukan daerah baru lainnya yaitu : 
1. Memperkokoh basis ekonomi rakyat; 
2. Mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat; 
3. Membuka peluang dan lapangan pekerjaan; 
4. Memberikan peluang daerah mendapatkan investor secara 
langsung. 
 Adapun menurut Latuconsina, pembentukan daerah baru adalah 
bagian dari proses implementasi desentralisasi yang memilki berbagai 
macam tujuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua variabel yakni 
peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah serta 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan 
pemerintah sehingga melalui otonomi daerah akan terjadi optimalisasi 
pelayanan publik dilakukan oleh instansi yang memiliki kedudukan yang 
lebih dekat dengan masyarakat sehingga keputusan-keputusan strategis 
xi 
 
dapat dibuat lebih mudah, adanya penyesuaian layanan terhadap 
kebutuhan dan kondisi yang ada di tingkat lokal, adanya tingkat perawatan 
terhadap infrastruktur yang ada melalui alokasi anggaran yang sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di wilayah masing-masing, 
adanya pengalihan fungsi-fungsi kebijakan, adanya peningkatan kompetisi 
dalam penyediaan layanan di antara unit-unit pemerintah dan antar sektor 
publik dan swasta berdasarkan arahan dari pemerintah daerah dapat 
menjadikan birokrasi yang lebih berorientasi pada daerah.  
2.3.3 Syarat Pembetukan Daerah Kabupaten/Kota 
 Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran 
kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang 
bersanding pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi 
syarat administratif, syarat teknis, dan fisik kewilayahan. 
1. Syarat Administratif 
 Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar 
masyarakat. Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota 
sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 78 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan 
Daerah meliputi: 
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1. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan 
pembentukan calon kabupaten/kota yang diproses berdasarkan 
aspirasi sebagian besar masyarakat setempat; 
2. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan 
calon kabupaten/kota;  
3. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon 
kabupaten/kota;  
4. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon 
kabupaten/kota;  
5. Rekomendasi Menteri, Rekomendasi Menteri ditetapkan berdasarkan 
hasil penelitian terhadap usulan pembentukan kabupaten/kota yang 
dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri. Tim dimaksud dapat 
bekerja sama dengan lembaga independen atau perguruan tinggi. 
 
2. Syarat Teknis  
 Syarat teknis meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi 
daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, 
pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan 
masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
Faktor tersebut dinilai berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator 
dalam rangka pembentukan daerah.  
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a. Kemampuan ekonomi 
 Kemampuan ekonomi merupakan cerminan hasil kegiatan ekonomi 
dalam bentuk (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita; (2) 
Pertumbuhan ekonomi; dan (3) Kontribusi PDRB terhadap PDRB total. 
 
b. Potensi daerah 
 Potensi daerah merupakan perkiraan penerimaan dari rencana 
pemanfaatan ketersediaan sumber daya buatan, sumber daya aparatur, 
serta sumber daya masyarakat yang akan digunakan untuk meningkatkan 
pelayanan publik yang dapat diukur dengan (1) Rasio bank dan lembaga 
keuangan non bank per 10.000 penduduk; (2) Rasio kelompok pertokoan 
per 10.000 penduduk; (3) Rasio pasar per 10.000 penduduk; (4) Rasio 
sekolah SD per penduduk usia SD; (5) Rasio sekolah SLTP per penduduk 
usia SLTP; (6) Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA; (7) Rasio 
fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk; (8) Rasio tenaga medis per 
10.000 penduduk; (9) Persentase rumah tangga yang mempunyai 
kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor; 
(10) Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga; (11) 
Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor; (12) 
Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk 
usia 18 tahun ke atas; (13) Persentase pekerja yang berpendidikan 
minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas; dan (14) Rasio 
pegawai negeri sipil terhadap penduduk.  
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c. Sosial budaya 
 Sosial budaya merupakan cerminan aspek sosial budaya yang 
diukur dengan (1) Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk; (2) 
Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk; dan (3) Jumlah 
balai pertemuan. 
  
d. Social politik 
 Merupakan cerminan aspek sosial politik yang diukur dengan (1) 
Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai 
hak pilih; dan (2) Jumlah organisasi kemasyarakatan. 
 
e. Kependudukan 
 Merupakan cerminan aspek penduduk yang diukur dengan (1) 
Jumlah Penduduk; dan (2) Kepadatan Penduduk.  
 
f. Luas daerah 
 merupakan cerminan sumber daya lahan/daratan cakupan wilayah 
yang dapat diukur dengan (1) Luas wilayah keseluruhan; dan (2) Luas 
wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan. 
 
g. Pertahanan 
 Merupakan cerminan ketahanan wilayah yang dapat diukur dengan 
karakter wilayah dari aspek (1) Rasio jumlah personil aparat pertahanan 
terhadap luas wilayah; dan (2) Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut 
pandang pertahanan 
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h. Keamanan 
 Merupakan cerminan aspek keamanan dan ketertiban daerah yang 
dapat diukur dengan Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap 
jumlah penduduk.  
 
i. Kemampuan keuangan  
Merupakan cerminan terhadap keuangan yang dapat diukur 
dengan (1) Jumlah PAD; (2) Rasio PDS terhadap Jumlah Penduduk dan 
(3) Rasio PDS terhadap PDRB.  
 
j. Tingkat kesejahteraan masyarakat  
 Merupakan cerminan terhadap tingkat pendidikan, kesehatan dan 
pendapatan masyarakat yang dapat diukur dengan indeks pembangunan 
manusia.  
 
k. Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan 
 Merupakan cerminan terhadap kedekatan jarak ke lokasi calon 
ibukota yang dapat diukur dengan (1) Rata-rata jarak kabupaten/kota atau 
kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota 
kabupaten); dan (2) Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau 
kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota 
kabupaten). 
Setiap faktor dan indikator tersebut diatas dinilai dan mempunyai 
bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan 
daerah otonom. 
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Tabel 2.1 
Bobot masing-masing faktor dan indikator 
No faktor dan indicator Bobot 
1. Kependudukan 20 
1. Jumlah Penduduk 
2. Kepadatan Penduduk 
15 
5 
2. Kemampuan Ekonomi 15 
 1. PDRB non migas perkapita 
2. pertumbuhan ekonomi 
3. Kontribusi PDRB non migas 
5 
5 
5 
3. Potensi Daerah 15 
 1. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 
penduduk 
2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk 
3. Rasio pasar per 10.000 penduduk 
4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD 
5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP 
6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA 
7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk 
8. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk; 
9. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk 
10. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan 
bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal 
motor 
11. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah 
tangga 
12. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA 
terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas 
13. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 
terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas 
14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
4. Kemampuan Keuangan 15 
 1. Jumlah PDS 
2. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk. 
3. Rasio PDS terhadap PDRB 
5 
5 
5 
5. Sosial Budaya 5 
 1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk; (2) Rasio 
fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk 
2. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk 
3. Jumlah balai pertemuan 
2 
 
2 
1 
6. Sosial Politik 5 
 1. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang 
mempunyai hak pilih 
2. Jumlah organisasi masyarakat 
3 
 
2 
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7. Luas Daerah 5 
 1. Luas wilayah kelurahan 
2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan 
2 
3 
8. Pertahanan 5 
 1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas 
wilayah 
2. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang 
pertahanan 
3 
2 
9. Keamanan 5 
 1. Rasio jumlah porsenil aparat keamanan terhadap jumlah 
penduduk 
5 
10
. 
Tingkat Kesajahteraan Masyarakat 5 
 1. Indeks pembangunan manusia 5 
11 Rentang Kendali 5 
 1. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat 
pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) 
2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau 
kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau 
ibukota kabupaten) 
2 
3 
TOTAL 100 
Sumber: Lampiran Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 
Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah 
otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah 
pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori 
sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total 
nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan  ekonomi 
(60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan 
(60-75).  
Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon 
daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai 
total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu 
dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau 
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perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau 
faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah 
kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.  
3. Syarat Fisik Kewilayahan 
 Syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon 
ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan wilayah ini untuk 
pembentukan provinsi minimal 5 kabupaten/kota, untuk pembentukan 
kabupaten minimal 5 kecamatan, dan untuk pembentukan kota minimal 4 
kecamatan. Cakupan wilayah kabupaten/kota digambarkan dalam Peta 
Wilayah Kabupaten/Kota. Cakupan peta wilayah dilengkapi dengan daftar 
nama kecamatan dan desa/kelurahan yang menjadi cakupan calon 
kabupaten/kota serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama 
wilayah kabupaten/kota di provinsi lain dan provinsi yang sama, nama 
wilayah laut atau wilayah Negara tetangga yang berbatasan langsung 
dengan calon kabupaten/kota. Dalam hal cakupan wilayah calon provinsi 
dan kabupaten/kota berupa kepulauan atau gugusan pulau, peta wilayah 
harus dilengkapi dengan daftar nama pulau. 
 Selanjutnya Lokasi calon ibukota ditetapkan dengan keputusan 
gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan 
keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota 
kabupaten. Penetapan tersebut dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota. 
penetapan dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata 
ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, 
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kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.  Untuk 
pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota 
kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi 
lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota. 
 Adapun Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan 
dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor 
perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang berada dalam wilayah calon daerah. Yang 
dimaksud dengan “bangunan dan lahan” adalah bangunan permanen 
yang layak digunakan sebagai kantor pemerintahan daerah otonom baru, 
dan lahan dengan luas dan kondisi yang layak untuk halaman dan 
pertapakan bangunan perkantoran pemerintahan daerah otonom baru. 
 
2.3.4 Tahapan Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota 
 Aturan mengenai tata cara pembentukan daerah, baik yang diatur 
dalam PP No. 129/2000 maupun PP No. 78 Tahun 2007 sangat kental 
menekankan kuatnya dukungan dan inisiatif daerah dalam proses inisiasi 
pembentukan daerah. Hal ini terlihat jelas jika kita mengikuti alur proses 
inisiasi pemekaran daerah sesuai dengan Pasal 14 sampai Pasal 21 PP 
No. 78 Tahun 2007. 
 Secara garis besar, pembentukan suatu daerah otonom baru dapat 
disimpulkan menjadi dua tahapan yaitu: Proses/tahapan yang dijalankan 
oleh daerah yaitu yang tejadi di calon daerah otonom baru, yang terjadi di 
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pemerintahan daerah kabupaten induk, dan yang terjadi di Pemerintah 
Provinsi, serta proses/tahapan yang dijalankan di pusat. 
 
1. Proses yang dijalankan oleh Daerah  
 Gambar 2.1  
Proses Pengusulan Pemekaran Wilayah di Tingkat Daerah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk 
Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau 
nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan 
wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan; 
b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau 
menolak aspirasi dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi 
sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk 
Desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk 
kelurahan atau nama lain; 
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c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi 
dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian 
daerah; 
d. Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada 
gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:  
1) Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;  
2) Hasil kajian daerah;  
3) Peta wilayah calon kabupaten/kota; dan  
4) Keputusan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati/ 
Walikota. 
e. Gubernur selaku kepala daerah provinsi memutuskan untuk menyetujui 
atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan 
evaluasi terhadap kajian daerah; 
f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota 
kepada DPRD provinsi;  
g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan 
pembentukan kabupaten/kota; dan  
h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, 
gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden 
melalui Menteri dengan melampirkan:  
(1) Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;  
(2) Hasil kajian daerah;  
(3) Peta wilayah calon kabupaten/kota;  
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(4) Keputusan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati/ 
Walikota; 
(5) Keputusan DPRD Provinsi dan Keputusan Gubernur. 
 
2. Proses yang Dijalankan oleh Pusat 
Inisiasi atau lahirnya keinginan pemekaran haruslah berasal dari 
daerah, baik dari daerah induk maupun dari masyarakat yang berada di 
wilayah yang akan dijadikan daerah otonom sendiri terpisah dengan 
daerah induknya. Pemerintah pusat dalam hal ini hanya merespon usulan 
pemekaran yang diajukan. Proses yang dijalankan oleh pusat sebagai 
respon atas usulan pemekaran adalah sebagai berikut:  
1. Dengan memperhatikan usulan gubernur, Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan tim 
untuk melakukan observasi ke daerah yang hasilnya menjadi bahan 
rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 
(DPOD); 
2. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Ketua DPOD meminta 
tanggapan para anggota DPOD dan dapat menugaskan Tim Teknis 
Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ke Daerah untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut; 
3. Para anggota DPOD memberikan saran dan pendapat secara 
tertulis kepada Ketua DPOD; 
4. Berdasarkan saran dan pendapat DPOD, usul pembentukan suatu 
daerah diputuskan dalam rapat anggota DPOD; 
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5. Apabila berdasarkan hasil keputusan rapat anggota DPOD 
menyetujui usul pembentukan daerah, Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah selaku Ketua DPOD mengajukan usul 
pembentukan daerah tersebut beserta Rancangan Undang-undang 
Pembentukan Daerah kepada Presiden; 
6. Apabila Presiden menyetujui usul dimaksud, Rancangan Undang-
undang Pembentukan Daerah disampaikan kepada DPR-RI untuk 
mendapat persetujuan 
7. Pengesahan undang-undang tentang pembentukan daerah. 
Setelah Undang-undang pembentukan daerah diundangkan, 
pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik penjabat 
kepala daerah. Peresmian daerah dilaksanakan paling lama 6 (enam) 
bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan 
daerah. 
2.3.5 Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada 
Daerah Yang Baru Dibentuk 
Penyerahan aset daerah kepada daerah yang baru dibentuk 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang 
tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan 
Daerah (PP 78 Tahun 2007) yakni tercantum pada penjelasan Pasal 5 
dan juga pada Pasal 33 dan Pasal 34 PP No. 78 Tahun 2007. Dalam 
penjelasan Pasal 5 PP 78 Tahun 2007, disebutkan bahwa: “Aset 
kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada 
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dalam cakupan wilayah calon kabupaten/kota wajib diserahkan 
seluruhnya kepada calon kabupaten/kota, sedangkan aset yang bergerak 
disesuaikan dengan kebutuhan calon kabupaten/kota.” Adapun pada 
pasal 33 dan pasal 34 disebutkan sebagai berikut: 
Pasal 33  
(1) Aset provinsi dan kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak 
bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada 
provinsi baru dan kabupaten/kota baru, dibuat dalam bentuk 
daftar aset.  
(2) Aset provinsi dan kabupaten induk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diserahkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung 
sejak peresmian provinsi baru dan kabupaten/kota baru.  
(3) Dalam hal aset daerah kabupaten induk yang bergerak dan 
tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan 
kepada kota yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (4), dapat diserahkan secara bertahap dan paling 
lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya ibukota 
kabupaten induk yang baru.  
 
Pasal 34  
(1) Pelaksanaan penyerahan aset provinsi induk kepada provinsi 
baru difasilitasi oleh Menteri.  
(2) Pelaksanaan penyerahan aset daerah induk kepada 
kabupaten/kota baru difasilitasi oleh gubernur dan 
bupati/walikota kabupaten/kota induk.  
(3) Tata cara pelaksanaan penyerahan aset daerah induk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
sesuai peraturan perundang-undangan  
Pelaksanaan penyerahan aset/barang milik daerah ini kemudian 
diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 
Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan 
Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk (Kepmendagri No. 42 
Tahun 2001). Berdasarkan ketentuan tersebut, Barang milik Daerah atau 
yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi atau 
Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah 
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daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik daerah 
yang baru dibentuk. Begitupun dengan hutang piutang daerah induk yang 
berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang daerah dan 
penggunaan atau pemanfaatannya berada dalam wilayah daerah yang 
baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta 
tanggung jawab daerah yang baru dibentuk.  
Hutang Piutang yang dimaksud meliputi hutang piutang jangka 
pendek dan jangka panjang, sedangkan Barang Daerah yang di maksud 
meliputi:  
a. Tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya;  
b. Alat angkutan bermotor dan alat besar;  
c. Barang bergerak lainnya termasuk perlengkapan kantor, arsip, 
dokumentasi dan perpustakaan.  
Selanjutnya sebelum pengalihan Barang Daerah atau Hutang 
Piutang kepada daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan 
inventarisasi bersama, baik administrasi maupun fisik.  Barang daerah 
atau hutang piutang yang termasuk dalam daftar barang Inventaris, daftar 
hutang dan daftar piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah 
Kabupaten/Kota induk, sebelum ditetapkan penghapusannya harus 
dimintakan persetujuan DPRD. Daftar barang inventaris dan hutang 
piutang yang telah mendapat persetujuan dari DPRD tersebut, ditetapkan 
penghapusannya dengan Keputusan Kepala Daerah.  
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Setelah dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud di atas, 
daerah induk melakukan serah terima barang daerah atau pengalihan hak 
serta kewajiban atas hutang piutang dengan daerah yang baru dibentuk 
yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima. Berdasarkan 
Berita Acara Serah Terima, maka pemerintah daerah induk mencatat 
penghapusan barang daerah pada Buku Induk Inventaris Barang dan 
Hutang Piutang yang telah diserahkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan daerah yang baru 
dibentuk mencatat barang daerah dan hutang piutang yang diterima pada 
Buku Inventaris Barang, Daftar Hutang dan Daftar Piutang.  
 Adapun pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan 
inventarisasi penyerahan barang dan pengalihan hak serta kewajiban atas 
hutang piutang tersebut menjadi beban APBD daerah induk sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 Penyerahan barang daerah dan pengalihan hak serta kewajiban 
atas hutang piutang tersebut, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, 
dan pelaksanaan penyerahannya dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 
terhitung sejak tanggal peresmian Propinsi/Kabupaten/Kota yang baru 
dibentuk. Bagi daerah yang pelaksanaan penyerahan barang dan atau 
hutang piutang telah melebihi 1 (satu) tahun sejak peresmian 
Propinsi/Kabupaten/kota, diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak 
ditetapkan Kepmendagri tersebut. 
xi 
 
Adapun dalam hal aset daerah kabupaten induk yang bergerak dan 
tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada kota 
yang baru dibentuk yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota 
kabupaten, penyerahannya dapat dilakukan secara bertahap dan paling 
lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya ibukota kabupaten induk 
yang baru. 18 
2.4 TINJAUAN UMUM ASET DAN BARANG MILIK DAERAH 
2.4.1 Aset 
 Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) aset adalah 
sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah 
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 
dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan 
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 
karena alasan sejarah dan budaya. Makna dari kata Manfaat ekonomi 
diatas, merupakan potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, 
baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional 
pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi 
pemerintah. 
 Menurut Siregar (2004) “Pengertian aset secara umum adalah 
barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai 
                                                           
18
 PP No 78 Tahun 2007 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan 
Daerah Pasal 33 ayat (3) 
xi 
 
ekonomi (economic value), nilai komersil (commercial value), atau nilai 
tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau 
individu”. 
Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, 
yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang 
berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (Intangible), yang 
tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, 
organisasi, badan usaha atau individu perorangan. 
Aset tersebut dalam Buletin Teknis PSAP (Pedoman Standar 
Akutansi Pemerintahan) terdiri dari: 
1) Aset Lancar : Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang 
 dan Persediaan. 
Suatu aset dikategorikan lancar jika diharapkan segera untuk 
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua 
belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara 
kas.  
2) Investasi Jangka Panjang 
 Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk 
memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalty, 
atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Investasi 
pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan 
investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek termasuk dalam 
xi 
 
kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang masuk 
dalam kelompok aset nonlancar. 
3) Aset Tetap : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, 
Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi   
dalam Pengerjaan 
 Merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum 
4) Aset Lainnya, terdiri atas aset tak berwujud, tagihan penjualan 
angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset 
kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi 
penggunaannya. Aset lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak 
dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, 
aset tetap dan dana cadangan. 
Menyangkut aset tak berwujud yang tercakup dalam Aset Lainnya, 
secara khusus tidak disebut dalam Permendari No. 17 Tahun 2007. Aset 
ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau 
digunakan untuk tujuan lainnya. Aset tak berwujud diantaranya berupa 
lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya serta 
hasil kajian/penelitian, bagaimanapun tetap perlu dilakukan 
penatausahaannya untuk keperluan pengelolaan BMD dalam rangka 
 perencanan kebutuhan pengadaan dan pengendalian serta pembinaan 
aset/barang daerah. 
xi 
 
2.4.2 Barang Milik Daerah (BMD) 
 Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan (PP No. 6 
tahun 2006) bahwa “Barang milik daerah adalah semua barang yang 
dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah.”  
 Barang yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan 
output/outcome dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun 
anggaran.19 Sedangkan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang 
sah terdiri atas: 
a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak; 
c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau 
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Pengaturan mengenai lingkup barang milik negara/daerah dalam 
PP No. 6 Tahun 2006 dibatasi pada pengertian barang milik 
negara/daerah yang bersifat berwujud (tangible) sebagaimana dimaksud 
Bab VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
Adapun pengertian barang milik daerah sebagaimana disebut 
dalam Penjelasan Permendari No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman 
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Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah 
baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal 
dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan 
tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk 
hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga 
lainnya.20 
Barang milik daerah sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari: 21 
a. Barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/ 
pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ 
Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  
b. Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha 
Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan 
 Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang 
pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik 
Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggara Perusahaan 
Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya. 
 Dalam Permendari No. 17 Tahun 2007 Barang milik daerah di 
golongkan menjadi menjadi 6 (enam) kelompok yaitu:22 
1. Tanah; 
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2. Peralatan dan Mesin; 
3. Gedung dan Bangunan; 
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan; 
5. Aset Tetap Lainnya; dan 
6. Konstruksi dalam Pengerjaan. 
Bedasarkan lingkup aset dan penggolongan BMD tersebut, BMD 
merupakan bagian dari Aset Pemerintah Daerah yang berwujud yang 
tercakup dalam Aset Lancar dan Aset Tetap. 
2.4.3 Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah.  
Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian 
kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi: 
1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 
2. Pengadaan; 
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; 
4. Penggunaan; 
5. Penatausahaan; 
6. Pemafaatan; 
7. Pengamanan dan pemeliharaan; 
8. Penilaian; 
9. Penghapusan; 
10. Pemindahtanganan; 
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 
xi 
 
12. Pembiayaan; dan 
13. Tuntutan ganti rugi. 
 Tahapan pengeloloaan barang milik daerah yang terdapat dalam 
Permendagri 17 tahun 2007 memiliki sedikit perbedaan dengan yang 
terdapat dalam PP 6 tahun 2006. PP 6 tahun 2006 tidak memasukkan 
pembiayaan dan tuntutan ganti rugi dalam siklus pengelolaan barang milik 
negara/daerah. 
Pengelolaan Aset/Barang milik daerah ini sebagai salah satu unsur 
penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
masyarakat tersebut di lakukan dengan memperhatikan asas-asas 
sebagai berikut: 
a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan 
masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang 
dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, 
pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan 
tanggungjawab masing-masing; 
b. Asas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah 
harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-
undangan; 
c. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang 
milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam 
memperoleh informasi yang benar; 
xi 
 
d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan 
agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan 
standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara 
optimal; 
e. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik 
daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat; 
f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 
didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam 
rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang 
milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah 
 
2.4.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelolaan Aset 
atau Barang Milik Daerah 
Gambar 2.2 
SDM Pengelola BMD 
 
Pejabat 
Pengelola BMD 
Pemegang 
Kekuasaan 
Pengelolaan BMD 
Pengelola BMD 
Pengguna BMD 
Gubernur/Bupati/ 
Walikota 
Sekertarid Dearah 
Kepala SKPD 
Pengurus/ 
Penyimpan BMD 
xi 
 
 
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 
Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan 
barang milik daerah yang berwenang dan bertanggungjawab atas 
pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Barang milik daerah 
Kepala Daerah sebagai pemegang kekuassan pengelolaan BMD 
mempunyai kewenangannya sebagai berikut: 
(1) Menetapkan kebijakan pengelolaan BMD; 
(2) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan 
tanah dan bangunan; 
(3) Menetapkan kebijakan pengamanan BMD; 
(4) Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan 
persetujuan DPRD; 
(5) Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai 
batas kewenangannya; dan 
(6) Menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau 
bangunan. 
2. Pengelola Barang Milik Daerah 
 Menurut Pasal 1 ayat (3) PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah, Pengelola barang adalah pejabat yang 
berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman 
serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah. Pengelolaan 
barang milik daerah dilakukan oleh Sekertaris Daerah. 
xi 
 
  Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan 
bertanggungjawab sebagai berikut: 
(1) Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD; 
(2) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD; 
(3) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan atau 
perawatan BMD; 
(4) Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan 
pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Kepala Daerah; 
(5) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan 
(6) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD. 
3. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang 
Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik negara/daerah. Sedangkan kuasa pengguna 
barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh 
pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam 
penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 
 Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit Pengelola BMD 
bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD 
yang ada pada masing-masing SKPD.  
 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna 
BMD, berwenang dan bertanggung jawab:23 
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1. Mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi SKPD yang dipimpinnya 
kepada Kepala Daerah melalui pengelola; 
2. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan 
penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan 
lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola; 
3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam 
penguasaannya; 
4. Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja 
perangkat daerah yang dipimpinnya; 
5. Mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam 
penguasaannya; 
6. Mengajukan usul pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD 
selain tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah melalui 
pengelola; 
7. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja 
perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui 
pengelola; 
8. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD 
yang ada dalam penguasaannya; dan 
xi 
 
9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna 
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) 
yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola. 
Adapun Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa 
pengguna BMD, berwenang dan bertanggung jawab:24 
1. Mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi unit kerja yang dipimpinnya 
kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; 
2. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam 
penguasaannya; 
3. Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang 
dipimpinnya; 
4. Mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam 
penguasaannya; 
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD 
yang ada dalam penguasaannya; dan 
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna 
Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 
(LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan 
kerja perangkat daerah yang bersangkutan. 
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4. Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Dearah 
Penyimpanan barang milik daerah dilakukan oleh pegawai yang 
diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang 
yang berada pada pengguna/kuasa pengguna. Penyimpan barang 
mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah; 
b. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang 
diterima; 
c. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan 
dokumen pengadaan; 
d. Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu 
barang; 
e. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; 
dan  
f. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan 
barang milik daerah kepada Kepala SKPD. 
Adapun yang dimaksud dengan pengurus barang milik daerah 
adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah 
dalam proses pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa 
pengguna. Tugas pengurus barang milik daerah adalah: 
a. Mencatat seluruh BMD yang berada di masing-masing SKPD yang 
berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu 
Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku 
xi 
 
Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan 
penggolongan BMD; 
b. Melakukan pencatatan BMD yang dipelihara/diperbaiki kedalam 
kartu pemeliharaan; 
c. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan 
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan 
Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada 
pengelola; dan Menyiapkan usulan penghapusan BMD yang rusak 
atau tidak dipergunakan lagi. 
xi 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang 
berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam 
penulisan skripsi, dalam hal ini adalah penyerahan aset daerah antara 
Pemerintah Kabupaten Luwu dan Pemerintah Kota Palopo, maka 
penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Luwu dan 
Pemerintahan Kota Palopo. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Biro Aset Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
3.2  Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini adalah Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Penyelenggara 
Pemerintahan Kabupaten Luwu, dan Penyelenggara Pemerintahan Kota 
Palopo. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi; Biro Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan; Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu; 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
Kabupaten Luwu, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu; Komisi III 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo, Kepala Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota 
xi 
 
Palopo, Ketua Sub Bidang Aset Daerah Kota Palopo; Asisten III Kota 
Palopo. 
3.3 Jenis dan Sumber Data  
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dan bersumber dari hasil 
penelitian dilapangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data 
sesuai bidang dan keterkaitannya dengan objek penelitian. Dalam 
penulisan ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang 
diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan sampel yang nantinya 
dapat memberikan keterangan-keterangan yang relevan dan terkait 
dengan objek penelitian 
 
2. Data Sekunder 
 Data sekunder merupakan data yang bersumber dari hasil 
penelitian kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yang berkaitan 
dengan objek kajian dalam skripsi ini, antara lain berupa perutaran 
perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis dalam 
bentuk media cetak dan media internet yang relevan dengan topik 
masalah yang dibahas, serta dokumen-dokumen yang tersedia di lokasi 
penelitian. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, 
dilakukan teknik pengumpulan data yaitu dengan  
xi 
 
1. Metode Penelitian kepustakaan (library research) dengan cara 
mempelajari, mendalami, dan menganalisis sejumlah literatur, 
dokumen-dokumen serta kajian perundang-undangan yang relevan 
dengan objek yang diteliti.  
2. Metode penelitian lapangan (field research) dengan cara melakukan 
wawancara dengan menggunakan interview (pedoman/cara 
wawancara berupa daftar pertanyaan) terhadap para sampel guna 
memperoleh informasi yang diperlukan. 
 
3.5 Analisis Data 
Dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan, penulis akan 
menggunakan analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang di 
lakukan oleh penulis, sehingga nantinya diharapkan mampu memberikan 
gambaran secara jelas. 
xi 
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Pembentukan Kota Palopo 
 Kota Palopo merupakan sebuah kota di Provinsi Sulawesi selatan 
yang berjarak sekitar 362 Km dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, 
Makassar, yang secara geografis terletak antara 2o53’15’’-3o04’08’’ 
Lintang Selatan dan 120o03’10’’- 120014’34’’ Bujur Timur. Kota ini memiliki 
luas wilayah sekitar 247,52 km² dan berpenduduk sebanyak 152.703 
jiwa.25  
 Pada awal terbentuknya, Kota Palopo bernama Ware yang 
dikenal dalam Epik La Galigo. Nama "Palopo" diperkirakan mulai 
digunakan sejak tahun 1604, bersamaan dengan pembangunan masjid 
Jami' Tua. Kata "Palopo" ini diambil dari dua kata bahasa Bugis-Luwu. 
Artinya yang pertama adalah penganan ketan dan air gula merah 
dicampur. Arti yang kedua dari kata Palo'po adalah memasukkan pasak 
ke dalam tiang bangunan. Dua kata ini ada hubungannya dengan 
pembangunan dan penggunaan resmi masjid Jami' Tua yang dibangun 
pada tahun 1604.26 
 Sebelum  berstatus  sebagai  daerah  otonom,  Kota Palopo 
dahulu  disebut  Kota Administratif  (Kotif)  Palopo  dan  merupakan 
ibukota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan 
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Palopo: BPS. 2013. hlm. 1, 3,  dan 73. Di akses pada 25 Maret 2014. 
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 http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo#cite_ref-penduduk_5-0 Di akses pada 25 
Maret 2014 
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Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986 Tentang Pembentukan Kota 
Administratif Palopo (PP No. 42 Tahun 1986) yang dibentuk dengan tujuan 
untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah secara 
berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan sarana bagi pembinaan 
wilayah serta unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju 
pembangunan.27 Wilayah Kota Administratif Palopo ini dibagi atas 
Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Utara. Dimana Kecamatan Wara 
terdiri atas Kelurahan Amassangan, Kelurahan Boting, Kelurahan 
Tompatikka, Kelurahan Takkalala, Desa Murante, dan Desa Mawa, 
sedangkan Kecamatan Wara Utara Terdiri atas Kelurahan Bara, Kelurahan 
Batupasi, Kelurahan Sabamparu, Kelurahan Pontap, Kelurahan Battang, 
dan Desa Walenrang.28 
 Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi 
bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, 
telah membuka peluang bagi Kota Administratif di seluruh Indonesia yang 
telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya 
menjadi sebuah daerah otonom. Ide peningkatan status Kota Administratif 
Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang 
menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya 
beberapa dukungan peningkatan status Kota Administratif Palopo menjadi 
Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat 
seperti : 
                                                           
27 Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986 Tentang Pembentukan Kota 
Administratif Palopo 
28 Ibid Pasal 5 
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1. Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 
2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi 
Kota Palopo;  
2. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 
Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan 
Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota 
Otonomi.  
3. Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 
135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul 
Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo keputusan 
DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 
Maret 2001 tentang persetujuan pembentukan Kotip Palopo 
menjadi Kota Palopo.  
4. Hasil Seminar Kota Administratip Palopo Menjadi Kota Palopo, 
surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Oraganisasi 
Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi 
Profesi pula dibarengi oleh Aksi Bersama LSM Kabupaten 
Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, 
lalu kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.29 
Akhirnya setelah Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam 
Negeri (Depdagri) meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi 
potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kota Administratif  Palopo 
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yang berada pada jalur trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa 
perdagangan terhadap beberapa kabupaten sekitar, meliputi Kabupaten 
Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung 
sebagai pusat pengembangan pendidikan di kawasan utara Sulawesi 
Selatan, dengan kelengkapan sarana pendidikan yang tinggi, sarana 
telekomunikasi dan sarana transportasi pelabuhan laut, Kota Administratif 
Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota 
Palopo pada tanggal 2 Juli 2002, berdasarkan Undang-Undang No. 11 
Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo 
di Provinsi Sulawesi Selatan (yang selanjutnya disebut sebagai UU 
Pembentukan Kota Palopo) dengan bentuk dan model pemerintahan serta 
letak wilayah geografis tersendiri.  
Pembentukan Kota Polopo ini kemudian menyebabkan ibu kota 
daerah induk yakni Kabupaten Luwu yang semula berada di Kota Palopo 
dipindahkan ke Kecamatan Belopa berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005 Tentang Pemindahan Ibukota 
Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan 
Belopa Kabupaten Luwu. 
Kota Palopo, diawal terbentuknya sebagai daerah otonom 
berdasarkan UU Pembentukan Kota Palopo, memiliki 4 Wilayah 
Kecamatan yaitu Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Telluwanua, 
Kecamatan Wara, dan Kecamatan Wara Selatan yang meliputi 19 
Kelurahan dan 9 Desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 
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a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang 
Kabupaten Luwu; 
b. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone; 
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten 
Luwu, Kecamatan Bassesangtempe Kabupaten Luwu; dan 
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bassesangtempe 
Kabupaten Luwu dan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu 
 Adapun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota 
Palopo saat itu, maka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Luwu, yang keanggotaannya mewakili kecamatan yang 
termasuk dalam wilayah Kota Palopo dengan sendirinya menjadi menjadi 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Pengisian 
kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu 
ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke 
Kota Palopo dan dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. 
Sedangkan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di 
Kota Palopo, maka Walikota Administratif Palopo diangkat sebagai 
Pejabat Walikota Palopo oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. 
Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, 
M.Si yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota (Caretaker) kala itu, 
mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun 
hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh DPRD Kota 
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Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus 
mencatatkan dirinya selaku walikota pertama di Kota Palopo. Adapun 
untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kota Palopo dibentuk 
Sekretariat Kota, Sekretariat DPRD Kota, Dinas Kota, dan Lembaga 
Teknis Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 Biaya-biaya yang kemudian diperlukan untuk kelancaran 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan 
pelayanan masyarakat, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Luwu sampai ditetapkannya Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo. 
Seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala 
bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan 
kepada masyarakat, maka Kota Palopo yang awalnya hanya terdiri 4 
Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Wara Utara, Kecamatan 
Telluwanua, Kecamatan Wara, dan Kecamatan Wara Selatan yang 
meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa, pada tahun 2006 dimekarkan menjadi 
9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.   
4.2 Implementasi Penyerahan Aset Daerah Kabupaten Luwu Kepada 
 Kota Palopo 
Penyelenggaran otonomi daerah di Indonesia salah satunya 
“bermuara” pada maraknya pembentukan daerah-daerah otonom baru di 
Indonesia, karena salah satu bagian yang diamanatkan oleh undang-
undang otonom daerahi ialah aturan mengenai (kemungkinan 
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dilakukannya) pembentukan daerah otonom baru dengan cara pemekaran 
ataupun penggabungan beberapa daerah. Secara singkat, pembentukan 
daerah ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat dan 
memperpendek (efektivitas dan efesiensi) pelayanan kepada masyarakat 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada diwilayahnya. 
Pembentukan daerah otonom baru ini tentunya berdampak dalam 
berbagai bidang, salah satunya berdampak terhadap kedudukan aset 
daerah yang berada di daerah otonom baru tersebut. Dimana untuk 
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada 
daerah yang baru dibentuk tersebut, perlu segera dilakukan penyerahan 
aset/barang dan pengalihan hak serta tanggung jawab atas hutang 
piutang dari Provinsi/Kabupaten/Kota Induk kepada daerah yang baru 
dibentuk. 
 Penyerahan aset daerah kepada daerah yang baru dibentuk ini 
diatur dalam penjelasan Pasal 5 dan juga dalam Pasal 33 dan Pasal 34 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang tentang Tata Cara 
Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah (mengganti PP 
129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria 
Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah), serta diatur 
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang 
Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang 
Baru Dibentuk (Kepmendagri No. 42 Tahun 2001). Dalam  aturan tersebut 
dikatakan bahwa Aset/Barang milik Daerah/ Hutang piutang yang dikuasai 
xi 
 
dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah 
Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang 
baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru 
dibentuk, begitupun dengan hutang piutang. Penyerahan ini dilakukan 
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian provinsi/ kabupaten/ 
kota yang baru. 
 UU Pembentukan Kota Palopo juga mengatur secara khusus 
mengenai penyerahan aset daerah yakni pada Pasal 15 yang berbunyi: 
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten 
Mamasa dan Kota Palopo, Menteri/Kepala Lembaga 
Pemerintah Nondepartemen yang terkait, Gubernur Sulawesi 
Selatan, Bupati Polewali Mamasa, dan Bupati Luwu sesuai 
dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur 
penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Kota 
Palopo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
meliputi: 
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo; 
b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, 
bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Polewali Mamasa, 
dan Kabupaten Luwu yang berada dalam wilayah Kabupaten 
Mamasa dan Kota Palopo; 
c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 
Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Luwu yang 
kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Mamasa 
dan di Kota Palopo; 
d. Utang-piutang Kabupaten Polewali Mamasa yang 
kegunaannya untuk Kabupaten Mamasa dan utang-piutang 
Kabupaten Luwu yang kegunaannya untuk Kota Palopo; 
serta 
e. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh 
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo. 
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung 
sejak peresmian Kabupaten Mamasa, Kota Palopo, dan 
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Pembentukan 
Tim Inventaris 
pelantikan Penjabat Bupati Mamasa serta Penjabat Walikota 
Palopo. 
(3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri yang 
pelaksanaannya oleh Gubernur Sulawesi Selatan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
 Berdasarkan aturan tersebut maka daerah induk yakni Kabupaten 
Luwu harus menyerahkan seluruh asetnya yang berada di Kota Palopo 
kepada Pemerintah Kota Palopo. Namun aset tersebut tidak bisa serta 
merta menjadi milik Kota Palopo sebagai daerah yang baru dibentuk 
melainkan harus melalui beberapa tahapan seperti yang diatur dalam 
Kepmendagri No 42 Tahun 2001. Tahapan atau proses kegiatan 
penyerahan aset daerah antara daerah induk kepada daerah otonom baru 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
Gambar 4.1 
Tahapan Kegiatan Penyerahan aset daerah 
  
 
Anggota: 
 Pemerintah induk 
 Pemerintah baru 
 Unit organisasi terkait 
Tugas : 
 Meneliti & menginventaris semua barang milik/dikuasai/ 
dimanfaatkan 
 Meneliti & menginventaris Hutang Piutang. 
 Meskipun dalam aturan yang ada khususnya pada Pasal 15 UU 
Pembentukan Kota Palopo, yang memerintahkan daerah induk yakni 
Kabupaten Luwu untuk menyerahkan seluruh asetnya yang berada di 
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Kota Palopo kepada Pemerintah Kota Palopo paling lambat 1 (satu) tahun 
sejak peresmian dan pelantikan Walikota Palopo, namun dalam 
prakteknya, hingga 13 tahun setelah pemebentukan Kota Palopo, 
penyerahan aset antara kedua daerah tersebut masih belum 
terselesaikan, dimana amanat ketentuan dari Pasal 15 UU Pembentukan 
Kota Palopo tersebut belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh Pemerintah 
Kabupaten Luwu sebagai daerah induk. 
 Sejak awal terbentuknya kota palopo yakni pada tahun 2002, 
Pemerintah Kabupaten Luwu telah melaksanakan 2 (dua) kali penyerahan 
aset daerah kepada Pemerintah Kota Palopo secara resmi yaitu pada 
tahun 2003 dan tahun 2010.  
a. Proses Penyerahan Tahap Pertama 
 Penyerahan aset daerah tahap pertama antara Kabupaten 
Luwu dan Kota Palopo dilaksanakan pada tahun 2003. Sebagai tindak 
lanjut dari  UU Pembentukan Kota Palopo dan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2003 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah serta Keputusan Bersama 
Bupati Luwu Dan Walikota Palopo No. III/IV/2003 tanggal 30 April 2003 
tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Luwu Dan 
Pemerintah Kota Palopo Mengenai Penyerahan Barang Kekayaan 
Milik Pemerintah Kota Palopo, pada tanggal 30 April 2003, Bupati 
Luwu (Dr. Kamrul Kasim, SH. MH.) kemudian bersurat kepada Ketua 
DPRD Kabupaten Luwu dengan Nomor 051/078/umper/2003 perihal 
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Permohonan Persetujuan Pengalihan Aset Ke pemerintah Kota Palopo 
yang berjumlah 115 aset diantaranya berupa seluruh Gedung Sekolah, 
Puskesmas, RSUD Sawerigading, Kantor Lurah, Kantor Camat, 
Balaikota (sekarang Kantor Distarkim), SaodenraE, Rujab di Jl. A. Yani 
(sekarang Rujab Ketua DPRD Palopo), GOR Lagaligo, lapangan 
sepakbola, dll. 30  
 Merujuk pada surat permohonan tersebut, DPRD Kabupaten 
Luwu menindaklanjuti dengan melakukan rapat pembahasan yang 
dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dari tanggal 19 Juni sampai 
dengan 23 Juni 2013. Dari hasil rapat pembahasan tersebut, 
disimpulkan bahwa pada prinsipnya DPRD Kabupaten Luwu 
menyetujui Pengalihan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Ke 
Pemerintah Kota Palopo yang berjumlah 115 aset tersebut. Hasil rapat 
ini kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Nomor 36 Tahun 
2003 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Luwu Atas Pengalihan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten 
Luwu Ke Pemerintah Kota Palopo.  
 Setelah mendapat persetujuan Pengalihan Aset dari DPRD 
Kabupaten Luwu, pada tanggal 10 September 2003, Bupati Luwu 
menerbitkan Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2003 Tentang 
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 Lihat lampiran 10 (SK Bupati Luwu No 39 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Aset Pemerintah 
Kabupaten Luwu ke Pemerintah Kota Palopo) 
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Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten Luwu Ke Pemerintah Kota 
Palopo yang isinya menetapkan tentang pengalihan aset-aset tersebut.  
 Demi tertibnya administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, 
maka aset Pemerintah Kabupaten Luwu yang dialihkan ke Pemerintah 
Kota Palopo tersebut harus dihapus dalam daftar Inventaris Kekayaan 
Daerah Kabupaten Luwu. Penghapusan aset ini dituangkan dalam 
Berita Acara Penghapusan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu 
Nomor 028/007/IX/03 yang ditandatangani oleh Bupati Luwu pada 
tanggal 18 September 2003. Dengan ditandatatanganinya Berita Acara 
Penghapusan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu tersebut, 
maka status kepemilikan aset tersebut beralih dan terdaftar sebagai 
barang inventaris Pemerintah Kota Palopo. 
 Setelah dilakukan penghapusan aset, Pemerintah Kabupaten 
Luwu melakukan serah terima aset dengan Pemerintah Kota Palopo. 
serah terima ini dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan 
Aset Pemerintah Kabupeten Luwu ke Pemerintah Kota Palopo dengan 
Nomor 028/006/IX/Umper/03 yang ditandatangani pada hari kamis 
tanggal 18 September 2003 oleh Bupati Luwu (Dr.H.Kamrul Kasim, 
SH.MH) selaku Pihak Pertama dan Walikota Palopo (Drs.H.P.A 
Tenriadjeng, Msi) selaku Pihak Kedua. Dengan penyerahan tersebut, 
maka Pihak Pertama mengalihkan aset Pemerintah Kabupaten Luwu 
Kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua Menerima aset-aset yang 
diserahkan tersebut. 
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b. Proses Penyerahan Tahap Kedua 
Penyerahan aset daerah tahap kedua antara Pemerintah 
Kabupaten Luwu dengan Pemerintah Kota Palopo dilaksanakan pada 
tahun 2010. Sebagai tahap awal, Bupati Luwu dan Walikota Palopo 
Cq.31 Sekertaris Daerah Kota Palopo, melakukan pembicaraan terkait 
masalah penyerahan aset di Rumah Makan Teras Aceh Palopo. Dari 
pembicaraan tersebut disepakati bahwa untuk penyerahan aset secara 
resmi dari Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota 
Palopo akan dilaksanakan pada tahun 2010. 
Sebagai langkah awal proses penyerahan tersebut 
Pemerintah Kota Palopo telah melakukan inventarisasi aset yang 
sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Palopo dalam menunjang 
tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan. Aset-aset yang ada 
dalam daftar inventarisasi aset tersebut kemudian dimohonkan kepada 
Pemerintah Kabupaten Luwu untuk diserahkan secara resmi menjadi 
aset Pemerintah Kota Palopo melalui Surat Permohonoan Penyerahan 
Aset yang ditandatangani oleh Walikota Palopo (Drs. H.P.A 
Tenriadjeng, M.Si) pada tanggal 18 Januari 2010 dengan Nomor surat 
900/24.a/DPPKAD/I/2010. Adapun jumlah aset yang dimohonkan 
untuk diserahkan secara resmi menjadi aset Pemerintah Kota Palopo 
adalah 34 (Tiga Puluh empat) aset. 
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Adapun 34 (tiga puluh empat) aset yang dimohonkan tersebut 
adalah Kantor Badan Pengawasan Daerah Kab. Luwu; Kantor 
Kesbang dan Linmas Kab. Luwu; Kantor Dinas Pasar Kabupaten 
Luwu; Kantor SKB Kab. Luwu; Kantor SPKB Kab. Luwu; Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kab. Luwu; Gedung TPI dan Balai Benih Ikan; 
Kantor Bupati Luwu; Rujab Buapti Luwu (Saokotae); Kantor 
Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kab. Luwu; Kantor Dinas 
Kesehatan Kab. Luwu; Kantor Kandepkes/Gudang Farmasi Kab. 
Luwu; Kantor Eks. Transito; Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan 
Kab. Luwu; Kantor Dinas Pertambangan Kab. Luwu; Kantor Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu (Jl. Tandipau); Gedung Eks. 
PPI Pontap; Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 
Perindag Kab. Luwu; Tanah Kuburan Islam Purangi; Kantor BIIP Wara; 
Kantor BAPPEDA Kab. Luwu; Kantor Dinas Perkebunan dan 
Kehutanan (Jl. Opu Tossapaile); Kantor Cabang Dinas Kehutanan; 
Kantor Badan Informasi Penyuluhan Pertanian; Gedung Pemuda 
KNPI; Rumah Potong Hewan (Jl. Sungai Rongkong); Rumah Potong 
Hewan (Purangi); Kawasan Pembibitan Holtikultura; Lokasi Pembibitan 
PPL; Kantor Diklat SDM Kab. Luwu; Kantor Bapedalda; Mess Trimurti; 
Lokasi eks. Rujab Bupati Luwu; Balai Latihan Kerja. 32 
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Menunjuk Surat Permohonan Penyerahan Aset tersebut, maka 
Bupati Luwu (Ir.H.A.Mudzakkar, MH) kemudian bersurat kepada Ketua 
DPRD Kabupaten Luwu dengan Nomor 900/164/DPKD/II/2010 Perihal 
Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah 
tertanggal 23 Februari 2010. Dimana dalam surat tersebut, dari 
beberapa aset daerah yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Palopo, 
ada 27 Jenis barang/aset Kabupaten Luwu berupa gedung, kantor, 
dan tanah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Palopo, dan 
ada 8 buah aset akan dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan serta 11 buah aset yang akan dipertahankan oleh Pemerintah 
Kabupaten Luwu. 
8 (delapan) buah aset yang dikuasi Pemerintah Kabupaten 
Luwu  yang akan dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Sul-Sel 
tersebut adalah : 33 
1) Komplek PPI Pontap (Jl.A.Tadda Baru). Digunakan sebagai 
DisKANLAUT Palopo (dipertanyakan status milik ke provinsi); 
2) Kantor Trasmigrasi (Jl. Tandiapu), Aset milik Pemprov (ditempati 
DPPKAD Palopo); 
3) Gudang pabrik es perikanan (Jl. Yos Sudarso No. 59). 
Dipertanyakan Provinsi (Direhab & ditempati Perikanan Palopo); 
4) Kantor Dinas Kehutanan (Jl. Opu Tosappaile). Dipertanyakan 
Status Kepemilikannya (Milik Provinsi atau bukan); 
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5) Kawasan Pembibitan Holtikultura (Latuppa), Milik Pemerintah 
Provinsi; 
6) Lokasi Pembibitan PPL (Rampoang). Dintinjau kembali ke lokasi; 
7) Balai Latihan Kerja eks. Depsos (Balandai), Tidak terdaftar dan 
perlu ditinjau kelokasi dan dipertanyakan statusnya; 
8) Komplek BBI Latuppa (Jl. Pongsimpin). Telah direhab Pemkot 
Palopo sebagai Kantor Pemadam Kebakaran & Kantor Camat 
Mungkajang namun sebelumnya dipertanyakan ke provinsi dan 1 
unit rumah dinas dipertahankan yang ditempati oleh Mantan 
Kadis Perikanan Luwu (A. Sudirman) 
 Adapun 11 (sebelas) aset milik Pemerintah Kabupaten Luwu 
yang akan dipertahankan berupa tanah/gedung kantor yang berada 
dialam wilayah Kota Palopo adalah sebagai berikut: 34 
1) Kompleks Kantor Bakesbang Linmas : Eks Kandepkes, Kantor. 
Gudang Farmasi & Gudang Pestisida (Jl. Anggrek/ A. Yani), 
dimanfaatkan Pemkab Luwu Sebagai Mess Pemda Luwu. 
2) Kantor Cabang Dinas Kehutanan (Jl. Sungai Rongkong / 
Lamaranginang), Dipersiapkan untuk kepentingan Asrama 
Mahasiswa Luwu; 
3) Kompleks Diklat SDM : Tanah, Lapangan Olahraga, Taman, 
Bangunan Kantor, Bangunan Runag Belajar, Perpustakaan, 
Bengkel, Aula, Workshoop, Laboratorium, Garasi, Gudang 
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Barang, Gudang Genzet, Pos Jaga, Kantin, Garasi Tempat 
Parkir, Rumah tinggal, Gudang Armada MTU, Musollah (Jl.Dr. 
Ratulangi), Masih dimanfaatkan untuk kepentingan 
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Luwu. 
4) Mess Trimurti (Jl. Opu Tosappaile), dimanfaatkan sebagai Mess 
Pemkab. Luwu 
5) Tanah Lokasi Eks. Rumah Jabatan Bupati Luwu (Gunung Jati) 
dipersiapkan untuk kepentingan Luwu Raya. 
6) Eks. Gedung Wanita (GOW), dipersiapkan untuk kepentingan 
Asrama  Mahasiswa Luwu (Jl. Imam Bonjol) 
7) Workshoop PU (Rampoang), dimanfaatkan sebagai Workshoop 
Pemda Luwu 
8) Mess Pemkab Luwu (Poros Palopo-Toraja), dimanfaatkan dalam 
rangka peningkatan PAD Kab. Luwu 
9) Eks. Kantor Depnaker dan Kantor Depsos (Jl. A. Pawisaeng), 
dipersiapkan untuk pembangunan hotel dalam rangka 
peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja 
10) Eks. Kantor Sosial (Rampoang) 
11) Gudang Buku (Jl. Cempaka). 
Adapun dasar pertimbangan sehingga Permohonan 
Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah kepada DPRD 
Kabupaten Luwu tersebut diajukan antara lain : 
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1. Barang/Aset tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk 
menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah 
Kabupaten Luwu; 
2. Barang/Aset tersebut telah didayagunakan oleh Pemerintah 
Kota Palopo dalam rangka Peleksanaan Pemerintahan dengan 
sistem pinjam pakai; 
3. Aset tersebut bila dipertahankan, biaya operasional/ 
pemeliharaan dan pengamanannya lebih besar daripada 
manfaatnya. 
4. Selain itu, selama Pemerintah Kabupaten Luwu tidak 
mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Prakarsa Fisik 
Pemerintahan oleh karena Pemerintah Pusat menganggap 
Kabupaten Luwu memiliki sarana prasarana yang cukup, 
kaitannya dengan pemekaran wilayah. 
 Untuk menindaklanjuti surat Bupati Luwu Nomor 
900/164/DPKD/II/2010 Perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan 
Barang Milik Daerah tersebut, maka DPRD Kabupaten Luwu 
membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang ditetapkan dalam 
Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 8/DPRD/IV/2010 Tentang 
Pembentukan Kembali Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Luwu Untuk Membahas Usul Penghapusan Barang 
Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Yang Terletak Dalam 
Wilayah Kota Palopo. Adapun Panitia Khusus (Pansus) pembahas usul 
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penghapusan Barang Milik Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 
berikut : 
Tabel 4.1 
Pansus pembahas usul penghapusan BMD Kab Luwu 
No NAMA JABATAN KOMISI FRAKSI 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Drs. Ottong Amir Syam 
A. Syaifuddin Kaddiraja 
Ir. Muh. Yani Mulake 
R. Hidayat, SE 
Arifin A. Wajuanna 
Jumardin Limpalo, ST 
Ir. Rusdi Sarampa 
Muhaddar 
Drs. M. Judas Amir, MH 
Ir. Rahmat Sajri 
Ruddin Sibutu 
Yulianus Maya, S.Sos 
Ummu Kalsum KM, S.Pd 
Ketua 
Wkl. Ketua 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Komisi I 
Komisi III 
Komisi II 
Komisi II 
Komisi I 
Komisi II 
Komisi I 
Komisi III 
Komisi I 
Komisi III 
Komisi II 
Komisi III 
Komisi II 
GBB 
Golkar 
PAN 
Hanua 
Demokrat 
Demokrat 
PAN 
GBB 
GA 
GA 
Golkar 
PDI-P 
GBB 
Sumber: SK DPRD Kabupaten Luwu No. 8/DPRD/IV/2010 
 Panitia khusus (Pansus) tersebut memiliki beberapa tugas  
dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh Wakil Ketua II 
DPRD Kab Luwu. Tugas Pansus tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait; 
2. Meneliti fisik dan administrasi BMD Kabupaten Luwu; 
3. Membahas tentang  penghapusan BMD Kabupaten Luwu; 
4. Menghimpun dan mengkaji referensi/data pendukung yang 
terkait dengan rencana penghapusan BMD Kabupaten Luwu; 
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5. Melakukan konsultasi dengan instansi pemerintah terkait guna 
memperoleh singkronisasi mengenai penyelesaian masalah 
aset; 
6. Menyampaikan laporan/rekomendasi hasil pembahasan kepada 
pimpinan DPRD Kab. Luwu; 
7. Melakukan tugas lain yang berkenaan berdasarkan peraturan 
Perundang-undangan. 
 Hasil pembahasan Pansus DPRD Kab. Luwu tersebut, 
kemudian dilanjutkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Luwu pada 
hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 untuk mendapatkan persetujuan 
penghapusan aset milik Pemerintah Kabupaten Luwu yang ada di 
Palopo. Hasil dari Rapat Paripurna tersebut kemudian dituangkan 
dalam bentuk Rekomendasi dengan Nomor 23/DPRD/VI/2010 Tentang 
Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Luwu yang Ada di 
Palopo. 
 Dalam Rekomendasi tersebut, dijelaskan bahwa pada 
prinsipnya semua barang bergerak dan barang yang tidak bergerak 
termasuk kepegawaian dan dokumentasi (P3D) yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Palopo telah 
diserahkan secara bertahap antara lain Gedung Kantor Bupati, Kantor 
DPRD dan semua Kantor SKPD termasuk Kantor Camat dan Kantor 
Kelurahan serta Sekolah-sekolah, Rumah Sakit, dan PDAM. Namun 
masih ada sisa barang milik Pemerintah Kabupaten Luwu yang belum 
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diserahkan secara administratif, maka DPRD Kabupaten Luwu 
berpendapat dan merekomendasikan kepada Bupati Luwu agar 
melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah agar 
merujuk sepenuhnya kepada Undang-undang Pembentukan 
Kota Palopo serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 
6 Tahun 2006 entang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 
2. Menginventaris semua barang milik pemerintah daerah 
Kabupaten Luwu yang ada di Palopo dan menyerahkan kepada 
Pemerintah Kota Palopo disertai  dengan berita acara serah 
terima barang yang diketahui dan disaksikan oleh pimpinan 
DPRD Kota Palopo dan DPRD Kabupaten Luwu serta diketahui 
Gubernur Sulsel. 
3. Bupati diharapkan melaksanakan musyawarah dengan Walikota 
Palopo meminta sebagian barang yang masih diperlukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Luwu dan masyarakat Kabupaten Luwu. 
4. Hal-hal lain menyangkut aset yang dianggap sangat penting 
untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten 
Luwu agar dikonsultasikan dan dimusyawarahkan dengan baik 
dan kekeluargaan bersama pihak Pemerintah Kota Palopo. 
 Berdasarkan surat rekomdasi dari DPRD Kabupaten Luwu 
tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Luwu melakukan pertemuan 
dengan Pemerintah Kota Palopo untuk membicarakan penyelesaian 
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pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Luwu yang berada dalam 
wilayah Kota Palapo. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan 
sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan 
Bersama antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Pemerintah 
Kota Palopo Nomor 180/17/VII/HUK/2010 dan Nomor 
029/05/ASET/DPPKAD/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010.   
 Dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak Kepala 
Pemerintahan bersepakat bahwa dalam pengalihan aset dari 
Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo, selain 
mengacu pada UU Pembentukan Kota Palopo, penyerahan aset juga 
akan dibicarakan dan dilaksanakan secara kekeluargaan dan saling 
pengertian (sipakatau dan sipakalebbi) untuk mencapai kesepakatan 
yang berlandaskan musyawarah mufakat. Untuk itu, penerapan pasal 
15 UU Pembentukan Kota Palopo bagi kedua belah pihak Kepala 
Pemerintahan bersepakat untuk menempuh cara melalaui 
musyawarah mufakat. 
 Dari hasil musyawarah mufakat tersebut, dinyatakan bahwa 
kedua belah pihak secara tulus dan ikhlas bersepakat bahwa 
Pemerintah Kabupaten Luwu akan menyerahkan 29 asetnya Kepada 
Pemerintah Kota Palopo, dan 7 aset lainnya yang termasuk dalam aset 
yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Palopo tetap dipertahankan 
oleh Pemerintah Kabupaten Luwu yaitu: 
xi 
 
1) Kompleks Bakesbang Linmas (Eks Kandepkes, Kantor, Gudang 
Farmasi & Gudang Pestisida); 
2) Kantor Cabang Dinas Kehutanan (BRLK); 
3) Kompleks Diklat SDM (Tanah, Lapangan Olahraga, Taman, 
Bangunan Kantor, Bangunan Runag Belajar, Perpustakaan, 
Bengkel, Aula, Workshoop, Laboratorium, Garasi, Gudang 
Barang, Gudang Genzet, Pos Jaga, Kantin, Garasi Tempat 
Parkir, Rumah tinggal, Gudang Armada MTU, Musollah); 
4) Mess Trimurti; 
5) Eks Gedung Wanita (GOW); 
6) Workshop PU; dan 
7) Eks Kantor Depnaker dan Kantor Depsos. 
 Adapun untuk bangunan kantor eks Kandep Kesehatan dan 
Gudang Farmasi yang terletak di Jalan Anggrek Kota Palopo untuk 
sementara tetap dipinjampakaikan kepada Pemerintah Kota Palopo 
hingga selesainya pembangunan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 
Kota Palopo. Dan untuk aset eks Kabupaten Luwu yang dipinjam pakai 
oleh Universitas Andi Djemma Palopo yaitu Eks Kantor Bappeda dan 
Kantor PU disepakati kedua belah pihak Kepala Pemerintahan untuk 
dialihkan sepenuhnya kepada Universitas Andi Djemma guna 
keperluan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.35 
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 Penyerahan aset daerah ini dituangkan dalam Berita Acara 
Serah Terima Aset Berupa Tanah dan Bangunan Eks Milik Pemerintah 
Kabupaten Luwu Kepada Pemerintah Kota Palopo dengan Nomor 
015/BA-ASET/DPKD/VII/2010. Penandatanganan berita acara serah 
terima aset tersebut dilakukan oleh Bupati Luwu (Ir.H.A. Mudzakkar, 
MH.) dan Walikota Palopo (Drs.H.P.A. Tenriadjeng, M.Si.) disaksikan 
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Ir. Agus Arifin Nu'mang, M.si.), 
Kapolwil Pare- Pare, Kombes Pol Roeslan Nicholas, dan Ketua DPRD 
Palopo (Drs Tasik) pada hari Jumat tanggal 2 juli 2010, bertepatan 
dengan HUT Ke-8 Kota Palopo bertempat di Lapangan Pancasila 
Palopo. 
 Dengan penyerahan tersebut, maka untuk tertib administrasi, 
Bupati Luwu kemudian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan 
Nomor 285/VII/2010 tentang Penghapusan Barang Inventaris Tanah 
dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Dalam Wilayah Kota 
Palopo pada hari yang sama dengan ditandatanganinya Berita Acara 
Serah Terima. Dengan dikeluarkannya SK penghapusan tersebut, 
maka tanah dan bangunan yang telah diserahkan dinyatakan telah 
dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kabupaten Luwu dan 
sudah beralih status kepemilikannya serta terdaftar sebagai barang 
inventaris Pemerintah Kota Palopo.  
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 Setelah memalui dua kali tahap penyerahan aset maka total aset 
yang telah diserahkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu 
kepada Pemerintah Kota Palopo adalah 144 buah aset dan ada 7 buah 
aset yang akan tetap dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu.  
 Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara 
Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Pemerintah Kota Palopo pada tahun 
2010, maka tidak semua aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Luwu 
yang berada diwilayah Kota Palopo, diserahkan Kepada Pemerintah Kota 
Palopo. Meskipun dalam peraturan yang ada, khususnya dalam Pasal 15 
UU Pembentukan Kota Palopo disebutkan bahwa seluruh aset milik 
Pemerintah Kabupaten Luwu yang berada di Wilayah Kota Palopo wajib 
diserahkan kepada Pemerintah Kota Palopo.  
 Hal ini dikarenakan, pada Kesepakatan Bersama Tahun 2010 
tersebut, Kedua belah pihak Kepala Pemerintahan bersepakat dengan 
menyatakan bahwa pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 
terhadap Kabupaten Mamasa tidak persis sama dengan pembentukan 
Kota Palopo. Bedanya polewali yang semula menjadi ibukota Kabupaten 
Polewali Mandar, maka setelah pembentukan Kabupaten Mamasa posisi 
Polewali sebagai ibukota Kabupaten Polewali Mandar tetap berada 
ditempat semula/tidak bergeser. Sementara setelah pembentukan Kota 
Palopo, Kabupaten Luwu sebagai daerah induk harus berpindah 
meninggalkan Palopo yang sebelumnya merupakan ibukota dan pusat 
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pemerintahan dari Kabupaten Luwu, ke lokasi kawasan pusat 
pemerintahan baru yakni Kecamatan Belopa.  
 Dengan berpindahnya Kabupaten Luwu dari ibukotanya semula 
(Palopo), maka Kabupaten Luwu sebagai daerah induklah yang harus 
memulai dari awal lagi pembangunan infrastruktur penunjang 
penyelenggaraan pemerintahan karena sebagian besar aset daerah/ 
barang milik daerah penunjang penyelenggaraan pemerintahan 
Kabupaten Luwu sebelumnya berada di wilayah Kota Palopo sebagai 
daerah yang baru dibentuk. Akibatnya, daerah induklah (Kabupaten Luwu) 
yang berada pada posisi yang membutuhkan banyak dana atau anggaran 
untuk membangun kembali pusat pemerintahan baru dengan berbagai 
infrastrukturnya. 
 Oleh karena itu, selain menjunjung tinggi kepastian hukum yang 
menjadi bagian dari tujuan pembentukan suatu norma hukum, kedua 
belah pihak juga bersepakat mengakui bahwa rasa keadilan yang juga 
menjadi tujuan hukum, tidak boleh diabaikan dalam menegakkan 
kepastian hukum. Sehingga untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup 
dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat, maka sejumlah aset/barang 
milik daerah Pemerintah Kabupaten Luwu yang berada di Kota Palopo 
yang seyogyanya harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Palopo 
menurut aturan yang ada, belum sepenuhnya dapat diserahkan dan tetap 
dibawah kepemilikan serta penguasaan Pemerintah Kabupaten Luwu 
dengan alasan masih diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan 
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Pemerintahan Kabupaten Luwu. Kecuali untuk Kompleks Diklat SDM 
menunggu penyelesaian bangunannya di Belopa.  
 Untuk itu, melalui kesepakatan tersebut, kedua belah pihak Kepala 
Pemerintahan mengakui bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2002, baik dilihat dari segi penegakan kepastian 
hukum maupun tuntutan rasa keadilan sepenuhnya hanya dapat 
diimplementasikan pada Pembentukan Kabupaten Mamasa. 
 Namun hasil Kesepakatan Bersama tahun 2010 tersebut tidak serta 
merta menyelesaikan masalah penyerahan aset antara dua daerah 
tersebut. Pada akhir tahun 2013, Pemerintahan Kota Palopo dibawah 
kepemimpinan Drs. H.M. Judas Amir, MH sebagai Walikota Palopo baru 
yang terpilih dalam Pemilihan Walikota Palopo pada tahun 2013, kembali 
mempermasalahkan penyelesaian penyerahan aset daerah tersebut yang 
belum juga selesai hingga 13 tahun sejak terbentuknya Kota Palopo. 
Dimana untuk memberikan kepastian hukum dalam tertib administrasi 
pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kota Palopo 
dan dengan berpegang pada Pasal 15 UU Pembentukan Kota Palopo, 
Pemerintah Kota Palopo kemudian mengeluarkan Surat Keputusan 
Walikota Palopo dengan Nomor 638/XII Tahun 2013 Tentang Pengakuan 
Aset Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Yang Berada di Wilayah Kota 
Palopo Sebagai Aset Pemerintah Kota Palopo (yang selanjutnya disebut 
sebagai SK Pengakuan). Dengan SK Pengakuan tersebut, Pemerintah 
Kota Palopo mengambil langkah tegas dengan mengakui dan mengambil 
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alih seluruh aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Luwu yang berada di 
wilayah Kota Palopo termasuk 7 (tujuh) buah aset yang sebelumnya telah 
disepakati bersama pada tahun 2010 untuk tetap dipertahankan oleh 
Pemerintah Kabupaten Luwu, karena perintah undang-undang. 
 Namun disisi lain, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Luwu, Muh. Ihlas. R,ST36, SK 
Pengakuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo tersebut 
merupakan SK sepihak, dan Pemerintah Kabupaten Luwu tidak mengakui 
SK tersebut. Hal ini dikarenakan SK tersebut dikeluarkan tanpa melalui 
prosedur-prosedur seperti yang telah ditetapkan oleh aturan yang ada 
(Kepmendagri Nomor 41 tahun 2001). Dimana seperti yang dijelaskan 
sebelumnya, aset daerah induk yang berada di daerah otonom baru tidak 
serta menjadi milik daerah yang baru dibentuk karena harus diproses atau 
melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, 
dimulai dari pembentukan tim inventarisasi, permintaan persetujuan 
penyerahan oleh pemerintah kabupaten induk kepada DPRD Kab. Induk, 
penerbitan SK Penghapusan aset oleh Pemerintah Kab Induk, dilanjutkan 
dengan serah terima aset antara kedua daerah, kemudian laporan ke 
Mendagri. Beliau kemudian melanjutkan bahwa, “Bagaimana mereka 
mengakui aset, sementara belum ada penghapusan aset. Sedangkan aset 
baru dapat diserahkan setelah ada penghapusan dari kabupaten induk”.  
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 Adapun mengenai tertib administrasi aset daerah, menurut Kepala 
Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Luwu, Askar SE37, “Aset yang telah 
diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, catat dalam inventaris aset 
Pemerintah Kota Palopo, kalau belum diserahkan jangan dicatat”. 
 Pada akhirnya, ketidakjelasan penyelesaian masalah penyerahan 
aset antara kedua daerah tersebut mengakibatkan posisi atau kedudukan 
dari aset-aset tersebut menyulitkan kedua daerah, akibatnya beberapa 
aset menjadi tidak terurus karena ketidakjelasan kepemilikan dari aset 
tersebut. Dan hingga saat ini, masalah penyerahan aset daerah milik 
Pemerintah Kabupaten Luwu yang berada di wiliayah Kota Palopo kepada 
Pemerintah Kota Palopo masih dalam tahap penyelesaian.  
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Proses Penyerahan Aset Dari 
Pemerintah Kabupaten Luwu Kepada Pemerintah Kota Palopo 
Pelaksaan penyerahan aset daerah milik Kabupaten Luwu yang 
berada diwilayah Kota Palopo kepada Pemerintah Kota Palopo berjalan 
cukup alot dan sulit. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap 
beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada 
beberapa faktor yang berpengaruh sehingga penyelesaian masalah 
penyerahan aset tersebut belum juga selesai hingga 13 tahun sejak 
terbentuknya Kota Palopo pada tahun 2002. 
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1) Faktor Hukum dan Undang-undang 
Potensi terjadinya konflik dalam proses penyerahan aset sangat 
tinggi sebagai akibat dari ketidakberdayaan sebuah aturan. Penyerahan 
aset daerah Kabupaten Luwu yang berada di wilayah Kota Palopo kepada 
Pemerintah Kota Palopo ini diatur dalam Pasal 15 UU Pembentukan Kota 
Palopo. Dalam ayat (2) pasal tersebut, dinyatakan bahwa: 
 “Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung 
sejak peresmian Kabupaten Mamasa, Kota Palopo, dan 
pelantikan Penjabat Bupati Mamasa serta Penjabat Walikota 
Palopo.” 
 
Jika diperhatikan subtansi yang dituangkan dalam ayat tersebut, 
jangka waktu yang diberikan untuk penyelesaian penyerahan aset daerah 
yakni 1 (satu) tahun, prosesnya terlalu dipaksakan tanpa memikirkan 
kondisi yang ada dilapangan. Penentuan jangka waktu tersebut terlalu 
cepat mengingat kondisi geografis, suasana politik daerah dan adat 
istiadat antara kedua daerah tersebut (Kabupaten Mamasa dan Kota 
Palopo) tidaklah sama. 
Undang-undang tersebut (UU Pembentukan Kota Palopo) 
harusnya tidak mempersamakan pelaksanaan penyerahan aset dari 2 
(dua) daerah yang seyogyanya memiliki karasteristik yang berbeda yaitu 
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo. Seperti yang dijelaskan 
sebelumnya, berbeda dengan Kabupaten Mamasa,  pembentukan Kota 
Palopo memiliki sifat yang “khusus” karena pada pembentukan Kota 
Palopo, daerah induklah (Kabupaten Luwu) yang harus bergeser 
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meninggalkan DOB (Kota Palopo) yang pada saat itu merupakan ibukota 
dan pusat pemerintahan Kabupaten Luwu, sehingga aset-aset “vital” 
Pemerintah Kabupaten Luwu sebagaian besar berada di Kota Palopo. 
Maka, ketika Kabupaten Luwu harus pindah ke lokasi kawasan pusat 
pemerintahan baru, maka Pemerintah Kabupaten Luwu-lah yang berada 
pada posisi yang memerlukan anggaran yang sangat besar untuk 
memulai kembali pembangunan-pembangunannya. Akibatnya 
pelaksanaan penyerahan aset daerah antar kedua daerah tersebut sangat 
sulit untuk diwujudkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 
Menurut Kepala DPPKAD Kota Palopo, Drs. Hj. Hamsah Jalante38, 
UU Pembentukan Kota Palopo tersebut memang memiliki kelemahan dan 
tidak tuntas. Menurut beliau, seharusnya dalam UU Pembentukan Kota 
Palopo ini sudah mengatur secara rinci mengenai apa saja yang akan 
diserahkan atau dengan dibuatkan aturan lebih lanjut (regulasi 
pendukung) mengenai pelaksanan penyerahan aset daerah tersebut 
(seperti contohnya pada Undang-undang Nomor 13 tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Luwu Utara, yang ditindaklanjuti dengan 
dikeluarkannya Inmendagri No. 20 Tahun 1999) karena menurut beliau, 
salah satu kelemahan pemerintah pusat ketika menyusun UU 
Pembentukan Kota Palopo tersebut adalah mereka tidak mengantisipasi 
masalah penyerahan aset tersebut. “Nanti jadi UU, baru bicara masalah 
aset, bagaimana orang di daerah tidak berkelahi” lanjut beliau. 
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Disamping itu, dalam aturan yang ada, tidak ada sanksi yang tegas 
bagi daerah induk yang belum atau tidak menyerahkan aset kepada 
daerah pemekaran sampai jangka waktu yang ditentukan terlampaui. 
Sehingga dalam penerapannya, daerah induk tidak memiliki rasa takut 
dan bersikap mengulur-ulur waktu penyerahan. 
2) Perbedaan Interpretasi Terhadap UU Pembentukan Kota Palopo 
Faktor kedua adalah perbedaan interpretasi terhadap UU 
Pembentukan Kota Palopo. Dalam penerapan atau pelaksanaan 
penyerahan aset daerah tersebut, masing-masing daerah mengartikan 
undang-undang tersebut yang dapat menguntungkan daerahnya 
(perbedaan kepentingan).  
Jika Pemerintah Kota Palopo kukuh39 melaksanakan Pasal 15 UU 
Pembentukan Kota Palopo secara utuh yaitu menyerahkan seluruhnya 
aset tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Luwu berpendapat bahwa 
Pemerintah Kota Palopo terlalu kaku dalam mengartikan Pasal 15 
tersebut. Oleh karena pemekaran tersebut berbeda dengan daerah lain, 
sehingga aset tersebut tidak serta merta diserahkan atau beralih menjadi 
milik DOB (Kota Palopo), melainkan harus secara bertahap. Bapak Ihlas 
(Komisis II DPRD Kab. Luwu) juga menambahkan bahwa berdasarkan 
hasil konsultasi dengan Kemendagri pada saat itu, yang dimaksud dengan 
aset yang diserahkan adalah aset yang tercakup dalam wilayah Kota 
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Palopo saat itu yaitu Kecamatan Wara, Wara Utara, Wara Selatan, dan 
Kecamatan Telluwena.  
Akibat dari adanya perbedaan interpretasi tersebut, masing-masing 
daerah kemudian merasa atau berpendapat bahwa aset tersebut adalah 
milik mereka. 
3) Faktor Kebutuhan 
Faktor selanjutnya adalah faktor Kebutuhan dari kabupaten induk 
(Kabupaten Luwu). Pemerintah Kabupaten Luwu diwakili oleh Bapak Ihlas 
(Komisis II DPRD Kab. Luwu) menyatakan bahwa alasan utama mengapa 
aset tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Palopo karena 
aset tersebut masih dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, baik 
digunakan sendiri dalam rangka menunjang tugas pokok pemerintahan 
atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.  
Kepala Bidang (Kabid) Aset Kabupaten Luwu, Askar, SE, juga 
sependapat dengan Bapak Ihlas, beliau menagatakan bahwa: “Misalnya 
yang diperuntukkan untuk kepentingan Luwu pada peningakatan SDM 
seperti asrama mahasiswa organisasi daerah (Organda) Luwu, juga 
seperti Mess Pemda dan lain-lain. Nah aset yang berfungsi untuk 
kepentingan Pemda Luwu di palopo ini harus dipertahankan.” “Jadi tetap 
akan ada proses pengalihan, tapi ada beberapa yang dipertahankan, 
seperti asrama mahasiswa Luwu, kalo dimabil mau di kemanakan anak-
anak Luwu yang sudah tinggal dan beraktifitas di gedung itu” lanjut beliau. 
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4) Belum Adanya Permohonan Resmi Dari Pemerintah Kota Palopo 
 Menurut Pemerintah Kabupaten Luwu, faktor lainnya kenapa 
aset-aset daerah Pemerintah Kota Palopo yang berada di Kota Palopo 
belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Palopo adalah karena belum 
adanya permohonan resmi dari Pemerintah Kota Palopo untuk 
mengalihkan aset-aset tersebut. Sesuai dengan mekanisme yang ada, 
aset tersebut tidak serta merta beralih kepada Pemerintah Kota Palopo 
melainkan harus melalui beberapa tahapan.  
 Dari hasil wawancara penulis dengan Ketua Komisi II DPRD 
Luwu, Bapah Ihlas mengatakan bahwa “Jika memang masih ada aset 
yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Palopo, Pemerintah Kota Palopo 
harusnya mengirimkan surat permohonan penyerahan Kepada Pemkab 
Luwu, dan sepanjang Pemerintah Kabupaten Luwu sudah atau tidak 
membutuhkan aset tersebut, silahkan diambil, tidak dengan cara serta 
merta mengeluarkan SK pengakuan.” 
5) Komunikasi Yang Kurang Intensif, dan Kurangnya Ketegasan, serta 
Egoisme Kedua Daerah 
Faktor selanjutnya adalah kurang intensifnya komunikasi yang 
dibangun oleh kedua daerah terkait masalah penyerahan aset tersebut. 
Komunikasi antara kedua daerah baru terjadi ketika ada masalah terkait 
aset-aset tersebut atau ketika daerah otonom baru (Kota Palopo) ingin 
mengambilalih aset tersebut. Baiknya kedua daerah tersebut, terus 
melaukan komunikasi-komunikasi untuk menyelesaiakan masalah 
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penyerahan aset tersebut agar berlarut-larut sehingga beberapa aset yang 
selama ini tidak jelas kepemilikannya sudah dapat dikelolah atau 
dipergunakan demi efektivitas dan efesiensi dalam pengelolaan, 
penggunaan, dan pemamfaatan aset-aset daerah tersebut.  
Selain itu, menurut Dahri Suli (Anggota Komisi III DPRD Kota 
Palopo)40, Faktor kurangnya ketegasan para pihak dalam penyelesaian 
aset-aset tersebut, dan egoisme kedua daerah juga berpengaruh 
sehingga pelaksanaan penyerahan aset-aset tersebut tidak terealisasi 
dengan baik. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
1. Implementasi penyerahan aset daerah Kabupaten Luwu kepada Kota 
Palopo berdasarkan UU Pembentukan Kota Palopo belum berjalan 
optimal, dimana hingga saat ini, 13 tahuh sejak terbentuknya Kota 
Palopo, amanat undang-undang tersebut yang memerintahkah 
Kabupaten Luwu untuk menyerahkan aset daerahnya yang berada di 
wilayah Kuta Palopo paling lambat 1 (satu) tahun sejak peresmian 
Kota Palopo, belum dapat dipenuhi seluruhnya oleh Pemerintah 
Kabupaten Luwu. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Luwu 
sebagai daerah induk yang harus bergeser meninggalkan Kota 
Palopo yang pada saat itu merupakan ibukota dan pusat 
pemerintahan Kabupaten Luwu, Akibatnya, daerah induklah 
(Kabupaten Luwu ) yang harus memulai dari awal lagi pembengunan 
infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan karena 
seluruh aset penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten 
Luwu sebelumnya berada di wilayah Kota Palopo sebagai daerah 
yang baru dibentuk. sehingga pelaksanaan penyerahan aset daerah 
antar kedua daerah tersebut sangat sulit untuk diwujudkan dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 
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2. Faktor-faktor penghambat dalam proses penyerahan aset antara 
kedua daerah tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Faktor Hukum dan Undang-undang yang memiliki beberapa 
kelemahan dan tidak tuntas; 
b) Perbedaan interpretasi terhadap UU Pembentukan Kota Palopo, 
dimana masing-masing pihak mengartikan undang-undang 
tersebut, yang menguntungkan daerahnya. 
c) Masing-masing pihak merasa memiliki aset tersebut; 
d) Faktor kebutuhan dari kabupaten induk; 
e) Belum adanya permohonan resmi dari Pemerintah Kota Palopo 
untuk penyerahan aset tersebut; serta 
f) Kurangnya komunikasi intensif, dan ketegasan, serta egoisme 
kedua belah pihak 
 
5.2 Saran 
1. Proses pemekaran daerah hendaknya diikuti dengan peraturan 
perundang-undangan yang jelas dan terarah hingga pada tahap 
mekanisme pembagian aset antara daerah induk dengan daerah 
pemekaran. Hal ini ntuk menghindari konflik horizontal maupun 
vertikal di daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan yang 
lebih lanjut (regulasi pendukung) yang mengatur mengenai 
penyerahan aset daerah Kabupaten Luwu yang berada di Kota 
Palopo kepada Pemerintah Kota Palopo secara lebih tepat, 
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terperinci, lengkap, dan yang lebih spesifik membahas persolan aset 
ini, sehingga pelaksanaannya bisa terealisasi dengan cepat, dan 
tidak berlarut-larut demi kesejahteraan masyarakat dan kualitas 
pelayanan publik. 
2. Secara normatif, sebagai konsekuensi dari Pembentukan Kota 
Palopo, maka aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Luwu yang 
berada di Kota Palopo harus diserahkan kepada Pemerintah Kota 
Palopo, namun kita juga tidak dapat mengesampingkan Kesepakatan 
Bersama tahun 2010 yang dibuat oleh kedua daerah tersebut. Oleh 
karena itu, baiknya kedua belah pihak meninggalkan ego masing-
masing untuk duduk bersama dan juga berkonsultasi secara 
bersama-sama dengan pemerintah di tingkat atasnya (Pemerintah 
Pusat maupun Provinsi), di samping sama-sama belajar dari daerah 
yang pernah mengalami konflik serupa dan mampu 
menyelesaikannya dengan baik, untuk mencari solusi terbaik (win 
win solution) dalam menyelesaikan masalah aset antara kedua 
daerah tersebut. 
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